
PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK NEGERIUJUNG PANDANG

DENGAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTORCABANG UTAMA MAKASSAR

TENTANG SEWA MENYEWA LOKASILAHAN ATM

Nomor:

Nomor:

Hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-05-2019)
bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. In Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D., Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, dalam
hal ini beitindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi
Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengankatan
Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode 2018 s/d 2022 Nomor :
660/M/KPT.KP/2018, tanggal 18 Oktober 2018, dari dan oleh karenanya Sah beitindak
untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang yang berkedudukan di Makassar
selanjutnya disebut:

PIHAKPERTAMA,

II. Agus Suyono, Pemimpin Kantor Cabang Utama Makassar PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Siuat
Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Perseo) Tbk.
tanggal 07 April 2017 Nomor: KP/701/HCT/1/R dengan demikian berdasarkan Anggaran
Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub
dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris
di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.Ol.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 dan
karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT, Bank Negara Indonesia (Persero
) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal
Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjumya secara bersama-sama disebut
"PARA PIHAK") dan secara sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan sebagai
berikut:

-  Bahwa PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN) adalali Pemilik Sah dari objek
sewa-menyewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini..

-  Bahwa PIHAK KEDUA (PENYEWA) adalah Badan Usaha Milik Negara yang
merupakan Badan Usaha yang bergerak dibidang Perbankan Nasional dan menjalankan
kegiatan operasional dalam area Kantor Cabang Makassar sebagai pihak penyewa.

-  Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud akan menyewa sebahagian lahan milik PIHAK
PERTAMA untuk Operasional mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik PIHAK



1.

KEDUA serta untuk keperluan-keperluan lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha
PIHAK KEDUA yang akan diatur selanjutnya dalam Perjanjian ini.
Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan sebahagian lahan milik PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan usaha PIHAK KEDUA
Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan din dalam Perjanjian Kerjasama
tentang Sewa menyewa lahan dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-
pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Lahan adalah suatu tempat terbuka dipermukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia,
misalnya untuk membangun rumah, untuk lahan pertanian dan Iain-lain.

2. ATM adalah singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri yang berupa mesin untuk melayani
transaksi perbankan.

PASAL 2

OBJEK SEWA-MENYEWA

1. PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menyewa sebahagian lahan milik PIHAK
PERTAMA dan sebaliknya PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan sebahagian
lahan miliknya kepada PIHAK KEDUA untuk digimakan sebagai tempat operasional
mesin ATM Bank BNT.

2. Area Sewa yang akan disewakan tersebut terletak di :
- Lokasi : Jl.Perintis Kemerdekaan Km 10. Makassar (Samping Kiri Pintu Utama

Politeknik Negeri Ujung Pandang..
- Luas Area : ± 6

Adapun letak dan posisi Area Sewa tersebut telah diketahui dan disetujui oleh PARA
PIHAK.

PASAL 3

TUJUAN/PENGGUNAAN

PIHAK KEDUA akan mempergunakan objek sewa-menyewa tersebut sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 perjanjian ini, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk keperluan
menjalankan operasional mesin ATM FT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor
Cabang Utama Makassar.

PASAL 4

JANGKA WAKTU SEWA-MENYEWA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 April
2019 sampai dengan 31 Maret 2022 dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu
dan syarat-syarat yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.

2. Perpanjang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan
mekanisme pemberitahuan lebih terlebih dahulu secara tertulis dari PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 ( Enam puluh)
hari sebelum berakhimya jangka waktu sewa-menyewa.
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3. PIHAK PERT AMA berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir
terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang
dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak mengakhiri peijanjian ini sebelum
jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada
salah satu pihak selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran
perjanjian.

5. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memperpanjang jangka waktu penggunaan sewa
lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA wajib
memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengosongkan ruangan dalam
jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu penggunaan berakliir,
tanpa mengenakan biaya apapun terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 5

HARGA SEWA

1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mengikatkan diri untuk membayar Harga Sewa
Lahan sekaligus dimuka selama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
dengan perincian sebagai berikut:
-  Total Harga Sewa 3 tahun @ Rp. 25.000.000 (Incl PPh) =Rp. 75.000.000,-
-  PPH 10% =Rd. 7.500.000.-

-  Total Harga Sewa Incl PPH 10 % =Rp. 67.500.000.-
-  Biaya Listrik & Keamanan @Rp.7.250.000 =Rp. 21.750.000.-+

Total Harga Sewa, Listrik & Keamanan =Rp. 89.250.000
(Terbilang: Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah)

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

1. Harga sewa tersebut pada pasal 5 di atas akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan
setelah dikurangi dengan kewajiban pajak PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA akan membayar harga sewa lahan dan Service Charge + Listirk secara
sekaligus dimuka dengan cara pemindah bukuan ke rekening PIHAK PERTAMA pada

PT. BRI Cabang Tamalanrea dengan nomor rekening 0403.01.000435.30.2 atas
nama BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG.

3. Pembayaran ini harus dilengkapi berkas penagihan yang diserahkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,yang terdiri dari;
a. Kwitansi Tagihan dalam rangkap ( 2 ) asli bermaterai.
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PASAL7

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam pasal
lain dalam peijanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
1. Menggunakan objek sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 peijanjian

ini dengan baik sesuai dengan tujuan/penggimaaan tersebut pada pasal 3 peijanjian ini.
2. Memelihara Area Sewa Lahan dengan sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri memperbaiki

segala kemsakan pada objek sewa-menyewa beserta fasilitasnya yang timbul akibat
kesalahan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

PASAL 8

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam pasal-
pasal lain dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
1. Menyerahkan objek sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 peijanjian

ini kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan siap untuk digun^an pada tanggal
31Maret2019.

2. PIHAK KEDUA diperkenankan menempatkan peralatan lainnya untuk kelengkapan
ATM (Sign Pole, Vsat Outdoor/ Indoor, UPS, Stabilizer, Modem, Boot dan aksesoris
lainnya).

3. Menyediakan Fasilitas pendingin ruangan (Air Conditioner) serta menjamin AC berfungsi
dengan baik.

4. Menyalakan Neon Box mulai pukul 18.00 Wita sampai jam 06.00 Wita Keesokan
harinya.

5. Apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri peijanjian secara sepihak sebelum jatuh
tempo, maka biaya yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA wajib dikembalikan
kepada PIHAK PERTAMA yang dihitung secara proporsional.

PASAL 9

KEAMANAN OBJEK SEWA-MENYEWA

1. Dalam hal terjadinya perusakan, pencurian, dan gangguan lain terhadap objek sewa-
menyewa maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai
gangguan tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1X24 jam.

2. PARA PIHAK masing-masing mengawasi dan atau menjaga keamanan, ketertiban dan
pemeliharaan terhadap peralatan ATM dan nasabah yang melakukan Transaksi.

PASAL 10

PERYATAAN DAN JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa objek sewa-menyewa selama
masa dipersewakan tersebut adalah kepunyaan yang Sah dari PIHAK PERTAMA, tidak
disita, tidak digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak keadaan sengketa.
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gugatan maupun timtutan dari pihak manapun, serta belura disewakan dan tidak akan
disewakan kepada pihak lain.

2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa lahan yang akan ditempati untuk ruangan Mesin
ATM BNI diserahkan dalam keadaan baik dan siap digunakan.

3. PIHAK PERTAMA berwenang dan berhak memperoleh persetujuan-persetujuan untuk
menandatangani peijanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang terkait.

4. Penandatanganan perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan
peijanjian ini tidak akan bertentangan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian
lain yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA.

5. PIHAK PERTAMA tidak dalam keadaan lalai berdasarkan peijanjian apapun juga yang
terkait dengan objek sewa-menyewa dengan PIHAK KETIGA.

6. PIHAK PERTAMA tidak mempunyai tunggakan-tunggakan kepada Negara termaksud,
tetapi tidak terbatas pada tunggakan pajak.

7. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa peijanjian ini tidak akan
berakhir dengan meninggalnya^ubamya salah satu pihak dan akan tetap berlaku terhadap
ahli waris dan/atau pengganti hak atas objek sewa-menyewa.

8. PIHAK PERTAMA tidak pemah mengalami/sedang mengalami suatu keadaan yang
akan merupakan peristiwa cidera janji atau yang lewatnya waktu atau dengan adanya
pemberitahuan atau kedua-duanya akan merupakan suatu peristiwa cidera janji yang
mengakibatkan PIHAK KEDUA kehilangan hak untuk menikmati masa sewa.

9. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa seluruh surat-surat perizinan atas
objek sewa-menyewa termaksud, namun tidak terbatas pada sertifikat tanah, advis
planmng, 1MB, bukti pelunasan PBB telah ada sesuai peruntukannya. Apabila terdapat
kekurangan atas dokumen-dokumen tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan
melakukan pengurusan dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggimg jawab PIHAK
PERTAMA

10. Semua dokumen, data dan surat termaksud fotocopy dan keterangan yang dibuat
diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah telah lengkap dan
benar.

PASAL 11

BIAYA-BIAYA

1. Biaya-biaya seperti listrik, pajak reklame, perbaikan-perbaikan yang timbul akibat
penggunaan oleh PIHAK KEDUA selama jangka wa^u sewa sepenuhnya menjadi
tanggungan PIHAK PERTAMA

2. Untuk pungutan-pungutan lokal (misalnya yang berasal dari kelurahan/rukun tetangga,
rukun warga, pengelola ruangan/gedung, dsb) dan pungutan lain yang berhubungan
dengan kewajiban warga setempat (misalnya biaya keamanan, kebersihan lingkungan,
dsb) selama masa sewa sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA

3. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan peijanjian ini berikut
perubahannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA



PASAL 12

PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Peristiwa cidera janji timbul apabila telah terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-
kejadian yang telah tentukan dalam peijanjian ini sebagaimana kewajiban yang harus
tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sebagai berikut:
a) PIHAK KEDUA lalai untuk membayar harga sewa pada waktu dan dengan cara

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, dalam mana lewatnya waktu saja sudah
memberikan bukti yang sah dan cukup PIHAK KEDUA telah melalaikan
kewajibannya. Kelalaian yang dimaksud tersebut di atas apabila PIHAK
PERTAMA telah menyerahkan Kwitansi tagihan kepada PIHAK KEDUA.

b) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mempergunakan objek sewa-menyewa tidak
sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur pasal 2 peijanjian ini.

c) Terdapat pemyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 peijanjian
yang tidak benar

2. Dalam hal salah satu dari peristiwa-peristiwa cidera janji tersebut di atas dilakukan salah
satu pihak, maka telah menjadi suatu bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi bahwa
pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang membuat pihat lainnya berhak
membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan menuntut ganti rugi dengan
mengesampingkan pasal 1266 KUH perdata

3. Dalam hal peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA maka PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala
tuntutan/gugatan dari pihak manapun atas objek sewa-menyewa tersebut serta
menyerahkan kembali kepada penyewa uang sewa untuk masa sewa yang belum
dinikmati termaksud biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk
melakukan perubahan/penambahan fasilitas dan/atau ruangan/gedung sebagaimana pada
pasal 14 perjanjian ini.

PASAL 13

PAJAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lain serta pungutan ataupun tagihan lainnya
dari Pemerintah sehubungan dengan pemilikan objek sewa-menyewa sepenuhnya menjadi
tanggungan PIHAK PERTAMA.

PASAL 14

ASURANSI

Untuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul, PIHAK KEDUA wajib atas biaya
sendiri mengasuransikan ATM BNI tersebut beserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa.
Adapun jenis resiko penanggungan yang ditutup asuransinya adalah.(misalnya kebakaran,
kerusakan, gempa bumi, banjir, dsb).



PASAL 15

PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS DAN RUANGAN/GEDUNG

PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA atas biaya sendiri dapat melakukan
perubahan-perubahan pada objek sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2
perjanjian ini dan/atau melakukan penambahan-penambahan peralatan/fasilitas lain sehubungan
dengan tujuan/penggunaan objek sewa-menyewa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut
pada pasal 3 peijanjian ini, dengan ketentuan setelah jangka waktu persewaan berakhir, maka
segala perubahan dan/atau penambahan pada objek sewa-menyewa tersebut menjadi milik
PIHAK PERTAMA, kecuali barang-barang dan/atau bahan-bahan yang sifatnya tidak
permanen/tidak menjadi satu kesatuan dengan bangunan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

PASAL 16

KEWAJIBAN MENYERAHKAN KEMBALI

1. Pada saat peijanjian ini berakhir, yaitu pada tanggal 31 Maret 2022 PIHAK KEDUA
wajib menyerahkan kembali objek sewa-menyewa dalam keadaan kosong dan terpelihara
baik kepada PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan pasal 4 ayat (5).

2. Apabila pada tanggal sebagaimana maksud pada ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA
belum mengosongkan objek sewa-menyewa tersebut, maka dalam hal ini PIHAK
KEDUA dianggap lalai, kelalaian mana cukup terbukti dengan lewatnya waktu yang
telah ditetapkan tersebut,dan untuk PIHAK KEDUA dikenakan denda sesuai
kesepakatan bersama untuk tiap hari keterlambatan yang wajib di bayar dengan seketika
dan sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 17

LARANGAN PENGALIHAN

Selama peijanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA dilarang untuk memindahkan hak
sewanya kepada pihak lain atau menyewakan objek sewa-menyewa kepada pihak lain baik
sebaliagian ataupun seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari
PIHAK PERTAMA

PASAL 18

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila objek sewa-menyewa rusak atau hancur seluruhnya dikarenakan bencana alam
banjir, gempa, angin topan, kebakaran, pemberontakan, perang, huru-hara atau keadaan
memaksa (Force Majeure) lainnya, maka perjanjian ini menjadi berakhir.

2. Apabila keadaan memaksa (Force Majeure) lainnya, misalnya Lokasi Sewa lahan
mengalami Penggusuran akibat Pelebaran Jalan sesuai dengan Intruksi Pemerintah
setempat sebelum Peijanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA Wajib mengganti
lahan yang lain dilokasi yang sama atau Lokasi yang disepakati oleh PARA PIHAK.
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Apabila keadaan memaksa (Force Majeure) lainnya sesuai Ayat 2 di atas tidak dapat
dipenuhi oleh PIHAK PERT AM A selama objek sewa-menyewa berada dalam
perbaikan atau mengakhiri peqanjian ini dan mewajibkan PIHAK PERTAMA
mengembalikan kepada PIHAK KEDUA harga sewa untuk jangka waktii sewa yang
tersisa terhitung sejak tanggal berakhimya perjanjian.
Dalam terjadi Force Majeure sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka
PIHAK PERTAMA wajib menyatakan secara tertulis keadaan Force Majeure kepada
PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender
terhitung sejak kejadian dimaksud.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal teijadi perselisihan tentang pelaksanaan peijanjian ini, maka PARA PIHAK akan
menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka PARA
PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Makassar.

PASAL 20

ADDENDUM

1. Setiap perubahan yang akan dialakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum
cukup diatur dalam peijanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh
kedua belah pihak serta akan dituangkan dalam peijanjian addendum yang merupakan
bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peijanjian ini.

2. Dalam hal satu pihak menghendaki untuk diadakan addendum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender
sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan
ketentuan yang dikehendaki.

PASAL 21

LARANGAN GRATIFIKASI

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK :
1. Beijanji untuk melaksanakan perjanjian ini secara profesional dan tidak

bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.

2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak
manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Beijanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada
dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi atau
PIHAK KETIGA lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.



PASAL 22

KORESFONDENSI

Seluruh bentiik pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-
ketentuan, serta juga bentiik komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian ini harus
dilakukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan dianggap telah disampaikan jika(a)
dikrimkan dengan kiirir(dengan ada konfinnasi peneriman {receipt)), dikirimkan melalui kantor
pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan {receipt), (c) ataupun dinyatakan telah
diterima jika dikiriinkan ke alamat dibawah ini;

POLITEKNIK NEGERJ UJUNG PANDANG / PIHAK PERTAMA

Alamat: Jl.Perintis Kemerdekaan Km.lO Makassar

Tip. 0411 - 585365 / 585367 7585368
Fax. 0411 -586043

Email. Http:/www.poliupg.ac.id

PI. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO ) TBK / PIHAK KEDUA
Kantor Cabang Utama Makassar.
Alamat: JL Jenderal Sudirman No. 01 Makassar

Telp. 0411-3610593-3623204.
Fax. 041I-872262.-3612354.

Email umcmks@,vahoo .co. id

f
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Makassar,

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
POLITEKNIKNEGERI UJUNG PANDANG PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

TER UTAMA MAKASSAR ^

Ir. Muhammad Anshar, M.Si.. Ph.D

Direktur

5AFF5667e47:

\

Agus

Pemimpin '—

i



KWITANSI

Sudafi terima dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Makassar

<Banyal(nya Vang
Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

Vntuf{JPem6ayaran Sewa lahan ATM Politeknik Negeri Ujung Pandang

No. PKS MKS/02/1254/2019

Periode 01 April 2019 s/d 31 Maret 2022

IncI PPH 10%

TerSiCang 3^ 75.000.000 1
Rek BRI . Makassar, 21 Mei 2019

0403.01.000435.30.2 1 ^
An-BPN 054 Politeknik Neaeri Uiune PandanE ]|y ^

Prof. ir. Muhammad Anshar, M.Si.,Ph.D

KWITANSI

Sudah terima dari PT. Bank Negara indonesia (Persero) Tbk. Cab. Makassar

(Banyaf^ya Vang
Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

VntuliJPemBayaran Sewa lahan ATM Politeknik Negeri Ujung Pandang

No. PKS MKS/02yi254/2019

Periode 01 April 2019 s/d 31 Maret 2022

IncI PPH 10%

TerBiCang 3^ 75.000.000 1
Rek BRI t;e r.a ij Makassar, 21 Mei 2019

0403.01.000435.30.2 * 1) '
An- BPN 054 Politeknik Negeri Ujung Pandang ^

nOmfllflURUPIAH

I^Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.SI.,Ph.D



SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM BERMASALAH HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama

Nama Perusahaan

Alamat

NomorTelp.

Jabatan

Objek yang disewakan ; Sewa Lahan ATM di Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang

Menyatakan bahwa Direksi dan/atau semua pengurus, Badan Usaha atau perseorangan
yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau perseorangan uang mempunyal hak
atas objek yang disewakan/diperjanjikan serta objek yang disewakan/diperjanjikan tidak
sedanq dalam bermasalah hukum

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebesar-besamya dengan penuh rasa tanggung jawab
apabila kemudian harl pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut di muka Pengadilan.

Demiklan Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun degan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar,

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

a  .-0 «-

J5AFF817822650

IBURUPtAH

. Muhammad Anshar

Diretur



PAKTA INTEGRITAS

PERPANJANGAN SEWA LAHAN

ATM POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Kami melaksanakan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh

anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan

prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau

tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency).

2. Kami mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut diatas
dengan penuh kehati-hatian (duty of care and loyality) demi untuk kepentingan yang terbaik

untuk perusahaan,dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah

melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan

keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person rule).

3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk

melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan

diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi
yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule), termasuk dengan
seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan diatas.

4. Kami akan melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai

peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan
peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang
perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (duty abiding the laws).

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan
fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya
atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung
jawab baik secara perdata maupun pidana.apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Muhammad Anshar

Diretur



KWITANSI

Sudafi terima dari BNI Cabang Makassar

(Banya/lnya Vang
Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Vntu^(Pm6ayaran Pemakaian Listrik Sewa Lahan ATM BNI Pada Lokasi

Poilteknik Negeri Ujung Pandang

Periode 01 April 2019 s/d 31 Maret 2022

lerSiCang 21.750.000 1
Rek Bank BRI

0403.01.000435.30.2a.n BPN 054 Poilteknik Negeri Ujung Pandang jj

oiSsWV^itafflmad Anshar, M.Si.,Ph.D

KWITANSI

Siufafi terima dari

(Banyadnya Vang

Vntufi^^emBayaran

BNI Cabang Makassar

Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh RIbu Rupiah

Pemakaian Listrik Sewa Lahan ATM BNI Pada Lokasi

Poilteknik Negeri Ujung Pandang

Periode 01 April 2019 s/d 31 Maret 2022

TerSifang
Rek Bank BRI

0403.01.000435.30.2

a.n BPN 054 Poilteknik Negeri Ujung Pan

21.750.000

Makassar, 21 Mei 2019

Muhammad Anshar, M.Si.,Ph.D^


